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Jakarta, April 2017 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu/Saudara………………………… 

di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

Dengan ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian berupa 

pengumpulan data  pada Bank DKI Jakarta dalam rangka penulisan tesis sebagai salah satu 

syarat dalam penyelesaian studi pada program Magister Administrasi Publik, Universitas Esa 

Unggul Jakarta dengan judul “Analisi Pengendapan APBD di Bank Pembangunan 

Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat DKI Jakarta”. 

Sehubungan dengan maksud diatas, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk 

bersedia membantu saya untuk memberikan pandangan riset question sesuai dengan pendapat 

dan pengalaman yang dimiliki. Instrument ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 

seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak berkenan 

memberikan jawaban sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak 

berpengaruh terhadap kondisi Bapak/Ibu/Saudara. 

Bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi 

terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semuanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya 

 

 

Martoinus Laba Uung 

 

 

PERTANYAAN PENELITIAN 
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RESPONDEN NO PERTANYAAN CATATAN 

JAWABAN 

Kepala Dinas 

Badan 

Keuangan 

Daerah Provinsi 

DKI Jakarta 

 

1 

Bagaimana pandangan responden terhadap Arus 

Kas, Realisasi Anggaran, LKPD 2014 

AUDITED, dan Neraca Daerah Provinsi DKI 

Jakarta sejak  tahun 2014-2015-206. 

 

 

 

 

 

 2 Apa pengertian pengelolaan keuangan dan aset 

daerah itu ? 
 

 

 3 Jelaskan pula batasan antara keuangan daerah dan 

asset daerah? 
 

 

 4 Jelaskan kewenangan pokok BPKAD dalam hal 

pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan?  
 

 

 5 Apakah BPKAD memiliki kewenangan untuk 

menentukan besaran keuangan dan aset daerah 

untuk disimpan di BPD.DKI Jakarta. 
 

 

 6 Sebenarnya bagaimanakah mekanisme menentuan 

dan penetapan besaran keuangan dan aset APBD 

yang disimpan di BPD.DKI Jakarta. 

 

 

 7 Mohon dijelaskan secara lebih terperinci tentang 

jenis keuangan dan aset daerah yang disimpan di 

BPD. DKI Jakarta. 
 

 

 8 Menyimpan uang dan aset di BPD DKI Jakarta 

merupakan salah satu kebijakan, mohon 

disampaikan dasar kebijakan tersebut berupa 

peraturan hukum dan UU di atasnya 
 

 

 9 Karena tindakan menyimpan uang dan aset di 

BPD DKI merupakan sebuah kebijakan,maka 

mohon disampaikan dokumen tertulis dari 

kebijakan tersebut 
 

 

 10 Apakah BPKAD memiliki garis kebijakan 

langsung dengan BPD DKI Jakarta  
 

 

 11 Dalam hubungan antara Pemprov DKI Jakarta 

dengan BPD.DKI, siapakah yang memiliki 

kewenangan dalam hal kerjasama. 
 

 

 12 Mohon disampaikan dokumen tentang yang 

menjelaskan sekaligus sebagai dasar hukum dalam 

hubungan antara Pemprov DKI dan BPD DKI 
Jakarta 
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Bank 

Pembangunan 

Daerah DKI 

Jakarta 

1 Jelaskan tentang pentingnya keberadaan BPD 
dalam pembangunan daerah. 

 

 2 Apa saja tugas dan fungsi BPD DKI Jakarta 

 

 

 3 Apa dasar hukum berdiri serta bertugasnya BPD 

DKI Jakarta 
 

 

 4 Terhadap pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta,bagaimana bentuk hubungan hukum antara 

keduanya. 

 

 

 5 Bagaimana posisi BPD DKI Jakarta dalam indeks 

statistik perbankan nasional ; dalam ukuran waktu 

2014-2015-2016. 

 

 

 6 Mohon disampaikan data dalam dokumen tertulis 

terkait indeks statistik BPD DKI Jakarta dalam 

perbankan nasional. 

 

 

 7 Berapa besar uang dan aset daerah DKI Jakarta 

yang disimpan dan atau dikelola oleh BPD DKI 

Jakarta. Mohon dijelaskan dalam bentuk jenis dan 

jumlah. 

 

 8 Dalam penamaan perbangkan, mohon dijelaskan 

jenis hubungan kerjasama keuangan dan 

pengelolaan keuangan  antara pemprov DKI 

Jakarta dengan BPD Jakarta.  

 

 9 Mohon disampaikan dokumen data dan hukum 

terkait jenis dan jumlah keuangan serta aset DKI 

Jakarta di BPD Jakarta. Data mencakup; 

a) Bentuk dan jenis keuangan dan aset di BPD 

Jakarta. 

b) Nilai transaksi proyek daerah dan non daerah 

yang menggunakan keuangan daerah dalam 

pembiayaan pembangunan. 

c) Besaran pendapatan bunga simpanan dan atau 

bagi hasil proyek dari pembiayan oleh BPD 

Jakarta dengan keuangan dan aset daerah 

d) Dokumen uraian point (a,b,c) mulai dari tahun 

2014-2015-2016. 

 

 10 Berapa nilai CSR (Coorporate  Social 

Responsebilty) yang diberikan oleh BPD DKI 

Jakarta kepada Masyarakat Jakarta selama tahun ; 

2014-2015-2017 

 

 

   

 

 

BAPPEDA DKI 1 Bagaimana pandangan umum (Bp) tentang  
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JAKARTA 

(Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah)  

pembangunan di DKI Jakarta. 

 2 Berdasarkan data laporan Statistik 

Nasional,kemiskinan dan pengangguran di Jakarta 

mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. 

Tetapi berdasarkan laporan dari sejumlah NJO 

menjelaskan bahwa justru mengalami 

peningkatan, bagaiamana pandangan dari Bapak? 
 

 

 3 Seberapa besar dana (APBD) DKI Jakarta yang 

dikeluarkan untuk program kesejahteraan 

mencakup kompenen sebagai berikut : 

a) Program subsidi kebutuhan makanan pokok 

masyarakat ? 

b) Program kesehatan  

c) Program Pendidikan 

d) Perluasan kesempatan kerja / lapangan kerja 

baru  

e) Pelatihan kerja dan ketrampilan produktif 

f) Pengentasan pengangguran  

g) Peningkatan jumlah hunian layak bagi 

masyarakat. 

h) Pengurangan masyarakat terlantar sosial di 

DKI Jakarta. 

 

 4 Mohon jawaban terkait nomor (3) disajikan dalam 

bentuk data ; terhitung mulai dari tahun 2014-

2015-2016 

 

 6 Apakah ada pemanfaatan dana Pemrov DKI 

Jakarta di BPD Jakarta untuk program 

kesejahteraan rakyat – Mohon dijelaskan dalam 

data cakupan sebagai berikut ; 

b) Total pendapatan bunga simpanan lalu berapa 

yang dialokasikan untuk prorgam 

kesejahteraan masyarakat sebagaimana poin 

(3) 

c) Jelaskan data tersebut terhitung mulai dari 

tahun 2014-2015-2016. 

 

 7 Jelaskan perbandingan alokasi keuangan yang 

dihasilkan dari bunga simpanan atau bagi hasil 

pembiayaan proyek ; perbandungan mana antara 

alokasi untuk kesejahteraan rakyat, alokasi untuk 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

publik,alikasi untuk biaya rutin pemerintahan. 

 

Lampiran II 

Rekap Data Analisa 
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WILAYAH DKI 

JAKARTA 
TAHUN 

IPM DKI 

JAKARTA 

(%) 

SERAPAN 

APBD (%) 

JASA GIRO 

(%) 

JAKARTA PUSAT 

2009 
78.17 60.5 12.66 

2010 
78.41 86.28 10.75 

2011 
77.97 73.25 13.29 

2012 
78.44 55.2 15.33 

2013 
78.81 67 13.16 

2014 
79.03 72.89 12.96 

2015 
79.69 75.5 8.95 

2016 
80.22 80.7 7.98 

JAKARTA TIMUR 

2009 
78.74 85.2 11.14 

2010 
78.95 65.7 9.46 

2011 
78.82 70.52 11.7 

2012 
79.52 60.92 13.49 

2013 
79.88 60.34 11.58 

2014 
80.4 84 11.4 

2015 
80.73 89.3 7.87 

2016 
81.28 83.92 7.02 

JAKARTA BARAT 

2009 
78.63 53.6 10.12 

2010 
78.84 53.26 8.6 

2011 
77.41 64.92 10.63 
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2012 
78.05 68.01 12.27 

2013 
78.79 72.53 10.52 

2014 
79.38 79.2 10.37 

2015 
79.72 81.7 7.16 

2016 
80.34 84 6.38 

 

JAKARTA SELATAN 

2009 
79.26 62.7 5.06 

2010 
79.47 78.76 4.3 

2011 
81.22 80.3 5.32 

2012 
81.72 82.52 6.13 

2013 
82.72 83.86 5.26 

2014 
82.94 85.72 5.18 

2015 
83.37 70 3.58 

2016 
83.94 81.8 3.19 

JAKARTA UTARA 

2009 
77.36 62.27 7.59 

2010 
77.63 72.6 6.45 

2011 
76.12 77.26 7.98 

2012 
76.89 85.48 9.2 

2013 
77.16 71 7.89 

2014 
77.29 76.8 7.78 

2015 
78.3 72.6 5.37 
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2016 
78.78 75.2 4.79 

KEPULAUAN SERIBU 

2009 
70.5 52.19 4.05 

2010 
70.82 54.6 3.44 

2011 
65.79 63.3 4.25 

2012 
66.92 59.2 4.91 

2013 
67.62 66.6 4.21 

2014 
68.48 76.9 4.15 

2015 
68.84 85.31 2.86 

2016 
69.52 80 2.55 

 


